
















































the	 implementation	of	 the	 independent	candidate	verification	stages	of	 the	
2018	South	Sulawesi	Governor	and	Vice	Governor	elections.	This	research	was	
carried	 out	 in	 South	 Sulawesi	 Province	 using	 qualitative	 research	 with	
descriptive	 analysis	 type.	Determination	 of	 informants	 is	 done	 purposively.	
Data	were	obtained	through	in-depth	interviews	and	literature	review.	The	
data	 were	 analyzed	 using	 an	 institutional	 approach,	 concept	 of	 political	
dynamics,	 concept	 of	 electoral	 governance,	 and	 concept	 of	 the	 election	 of	
regional	heads.	The	results	of	the	study	indicate	that	there	are	dynamics	that	








dinamika-dinamika	 yang	 terjadi	 pada	 pelaksanaan	 tahapan	 verifikasi	
perseorangan	 pemilihan	 Gubernur	 dan	 Wakil	 Gubernur	 Sulawesi	 Selatan	
Tahun	 2018.	 Penelitian	 ini	 dilaksanakan	 di	 Provinsi	 Sulawesi	 Selatan	
menggunakan	 jenis	 penelitian	 kualitatif	 dengan	 tipe	 deskriptif	 analisis.	
Penentuan	 informan	 dilakukan	 secara	 purposive.	 Data	 diperoleh	 melalui	
wawancara	 mendalam	 dan	 kajian	 pustaka.	 Data	 dianalisis	 menggunakan	
pendekatan	institusional,	konsep	dinamika	politik,	konsep	tata	kelola	pemilu,	
dan	konsep	pemilihan	kepala	daerah.	Hasil	penelitian	menunjukkan	bahwa	
terdapat	 dinamika	 yang	 terjadi	 pada	 pelaksanaan	 verifikasi	 calon	
perseorangan	 pemilihan	 Gubernur	 dan	 Wakil	 Gubernur	 Sulawesi	 Selatan	
Tahun	 2018,	 yaitu	 pada	 saat	 ditemukan	 ketidakcocokan	 jumlah	 syarat	












Indonesia	menganut	 sistem	 demokrasi	 yang	 telah	menghasilkan	 sejumlah	 kemajuan	
berarti	 dari	 segi	 prosedural.	 Pemilu	 Legislatif,	 Pemilu	 Presiden	 dan	Wakil	 Presiden,	
hingga	 Pemilihan	 Kepala	 Daerah	 dapat	 berlangsung	 dengan	 bebas,	 transparan,	
demokratis,	 dan	 paling	 penting	 dalam	 suasana	 yang	 damai	 (Simamora,	 2011).	
Pelaksanaan	demokrasi	harus	menjamin	tegaknya	persatuan	dan	kesatuan	bangsa	yang	
tidak	hanya	dipusatkan	pada	pemerintah	pusat	saja	tapi	juga	pada	pemerintah	daerah.	
Bentuknya	 ialah	 dengan	 dilaksanakannya	 pemilihan	 kepala	 daerah	 secara	 langsung	
sebagai	bagian	dari	proses	reformasi	ketatanegaraan	dan	mekanisme	demokrasi	yang	
terjadi	 di	 Indonesia	 selaras	 dengan	 Amandemen	 Undang	 Undang	 Dasar	 1945	 yang	
mengandung	 semangat	 pengembalian	 kedaulatan	 rakyat	 dijabarkan	 dalam	 wujud	
pemberian	 hak-hak	 politik	 secara	 langsung	 sebagaimana	 termanifestasikan	 dalam	
sistem	 pemilihan	 presiden	 dan	 pemilihan	 kepala	 daerah	 secara	 langsung	 (Syafriadi,	
2017).	Hasil	amandemen	Undang	Undang	Dasar	1945	pasal	18	ayat	 (4)	 ini	berbunyi:	
Gubernur,	 Bupati	 dan	 Walikota	 masing-masing	 Kepala	 Pemerintah	 Daerah	 Provinsi,	
Kabupaten	 dan	 Kota	 dipilih	 secara	 demokratis.	 Bagi	 sejumlah	 warga	 negara	 yang	
menerapkan	atau	mengklaim	diri	sebagai	negara	demokrasi,	Pemilu	memang	dianggap	
sebagai	 lambang	sekaligus	 tolak	ukur	utama	dan	pertama	dari	demokrasi	 (Supriatna,	
2017).	
Demokrasi	 selama	 ini	 dipahami	 sebagai	 bentuk	 pemilihan	 secara	 langsung	 untuk	
mengisi	jabatan	publik	atau	politik.	Argumen	ini	dikuatkan	melalui	pendapat	Syamsudin	
Haris	 yang	 mendefinisikan	 pemilihan	 umum	 (pemilu)	 sebagai	 cara	 terbaik	 untuk	
memilih	 pejabat	 public	 (Haboddin,	 2016).	 Partai	 Politik	 sebagai	 infrastuktur	 politik	
memiliki	 peran	 yang	 sentral	 dalam	 demokrasi	 yang	 tercermin	 pada	 Undang	 Undang	
Nomor	2	Tahun	2008	Pasal	11	Ayat	(1)	Huruf	d	sebagaimana	telah	diubah	pada	Undang	
Undang	Nomor	2	Tahun	2011	tentang	Partai	Politik,	yang	mana	salah	satu	fungsi	Partai	
Politik	 adalah	 sebagai	 sarana	 partisipasi	 politik	Warga	Negara	 Indonesia	 (Risnawan,	
2017).	Namun	peran	sentral	tersebut	sedikit	demi	sedikit	telah	mengalami	degradasi	di	
mana	 proses	 melemahnya	 peran	 partai	 politik	 tersebut	 sering	 disebut	 sebagai	
deparpolasi.	 Deparpolisasi	 dapat	 terjadi	 sebagai	 akibat	 dari	 peraturan	 perundang-
undangan,	persepsi	publik	bahkan	sikap	amoral	dari	anggota	partai	politik.		
Secara	historis	dalam	Pasal	56	ayat	(2)	Undang	Undang	Nomor	32	Tahun	2004	tentang	
Pemerintahan	 Daerah	 menyebutkan	 bahwa	 ”Pasangan	 calon	 sebagaimana	 dimaksud	
pada	ayat	(1)	diajukan	oleh	Partai	Politik	atau	gabungan	Partai	Politik”,	artinya	calon	









kontestasi	 Pemilihan	 Kepala	 Daerah	 dapat	 diikuti	 oleh	 calon	 kepala	 daerah	
perseorangan	dan	calon	kepala	daerah	yang	diusulkan	oleh	Partai	Politik	dalam	bersaing	
untuk	menjadi	kepala	daerah.	 Implikasi	dari	putusan	Mahkamah	Konstitusi	Republik	
Indonesia	 tersebut	 adalah	 Partai	 Politik	 bukan	 lagi	 merupakan	 satu-satunya	 sarana	
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politik	 bagi	 warga	 negara	 untuk	 berpartisipasi	 dalam	 Pemilihan	 Kepala	 Daerah	
(Nazriyah,	2011).	
Calon	 perseorangan	 dapat	 menjadi	 salah	 satu	 bentuk	 alternatif	 demokrasi	 yang	
dibangun	oleh	masyarakat	untuk	memberikan	variasi	pilihan	calon	pemimpin	kapala	
daerah	selain	calon	yang	dihadirkan	oleh	Partai	Politik	sekaligus	menjawab	keraguan	
dan	 kegelisahan	 masyarakat	 terhadap	 kredibilitas	 Partai	 Politik	 (Istinah,	 2021).	
Keberadaan	 Calon	 Gubernur	 dan	 Wakil	 Gubernur	 melalui	 jalur	 calon	 perseorangan	
merupakan	sebuah	alternatif	 terhadap	hadirnya	calon	pemimpin	kepala	daerah	yang	
kompeten	 dan	 memiliki	 kepercayaan	 dari	 masyarakat	 yang	 tidak	 diakomodir	
kepentingan	 pencalonannya	 oleh	 Partai	 Politik.	 Kehadiran	 calon	 peseorangan	 dalam	
kontestasi	 Pemilihan	 Kepala	 Daerah	 di	 Indonesia	 sejauh	 ini	 ternyata	 tidak	 berjalan	
dengan	baik.	Jumlah	pendaftar	melalui	jalur	calon	perseorangan	pada	setiap	Pemilihan	
Kepala	 Daerah	 masih	 rendah	 (Santoso,	 2017).	 Tidak	 hanya	 rendah,	 secara	 tren	
jumlahnya	juga	mengalami	penurunan	pada	dua	periode	terakhir.	Pada	Pilkada	tahun	




Pemilihan	 Kepala	 Daerah	 dalam	 hal	 ini	 Pemilihan	 Gubernur	 dan	 Wakil	 Gubernur	
Sulawesi	Selatan	yang	diselenggarakan	oleh	KPU	Provinsi	Sulawesi	Selatan	Tahun	2018	
diikuti	oleh	empat	pasangan	calon	Gubernur	dan	Wakil	Gubernur	Sulawesi	Selatan	yaitu	
pasangan	 Nurdin	 Abdullah	 dan	 Sudirman	 Sulaiman	 yang	 diusung	 oleh	 Partai	 PDI	
Perjuangan,	 pasangan	 Nurdin	 Halid	 dan	 Aziz	 Qahhar	 Mudzakkar	 yang	 diusung	 oleh	




Yasin	 Limpo	 dan	 H.	 A.	 Musakkar	 telah	 melaksanakan	 verifikasi	 data	 perseorangan	
sebagai	 tahapan	 Pemilihan	 Kepala	 Daerah.	 Proses	 tahapan	 verifikasi	 dilaksanakan	
dalam	 3	 tahapan	 verifikasi,	 yaitu	 (1)	 Verifikasi	 jumlah	 minimal	 dukungan	 dan	
persebarannya	yaitu	penelitian	jumlah	persebaran	dukungan	minimal	50%	dari	jumlah	
kecamatan	 dalam	 lingkup	 satu	 kabupaten	 sebagaimana	 ditetapkan	 dalam	 Undang	
Undang	Nomor	10	 tahun	2016	dan	diatur	 secara	 detail	 di	 Peraturan	KPU	Nomor	15	
Tahun	2017.	 (2)	Verifikasi	Administrasi	merupakan	penelitian	 terhadap	kelengkapan	
dan	 keabsahan	 dokumen	 sebagai	 pemenuhan	 syarat	 perseorangan	 menjadi	 peserta	




Kedua	 Atas	 Undang	 Undang	 Nomor	 1	 Tahun	 2015	 Tentang	 Penetapan	 Peraturan	
Pemerintah	 Pengganti	 Undang-Undang	 Nomor	 1	 Tahun	 2014	 Tentang	 Pemilihan	
Gubernur,	Bupati,	Dan	Walikota	Menjadi	Undang-Undang	pasal	41	dan	dijabarkan	lebih	
rinci	 pada	 Peraturan	 KPU	 Nomor	 13	 Tahun	 2017	 tentang	 Pencalonan	 Pemilihan	
Gubernur	Dan	Wakil	Gubernur,	Bupati	Dan	Wakil	Bupati,	Dan/Atau	Walikota	Dan	Wakil	
Walikota	paragraf	2	(Romli,	2018).		
Kendala	 terbesar	 yang	 menjadi	 kesulitan	 pada	 calon	 perorangan	 adalah	 memenuhi	
persyaratan	dukungan	yang	memang	memerlukan	tenaga	dan	dukungan	struktur	sosial	
yang	kuat.	Apalagi	pemenuhan	dukungan	ini	harus	dilakukan	dalam	jangka	waktu	yang	
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singkat.	 Kebanyakan	 calon	 perseorangan	 tidak	 punya	 cukup	 waktu	 untuk	





keterpenuhan	 secara	 keseluruhan	 dari	 semua	 elemen	 persyaratan	 yang	 ada.	 Namun	
kendala-kendala	 tersebut	bukanlah	menjadi	 alasan	bagi	pasangan	 calon	 Ichsan	Yasin	
Limpo	 dan	 H.	 A.	 Musakkaruntuk	 mundur	 melalui	 jalur	 calon	 perseorangan	 pada	
kontestasi	pemilihan	Gubernur	dan	Wakil	Gubernur	Sulawesi	Selatan	tahun	2018.		
Dinamika	pelaksanaan	tahapan	verifikasi	dukungan	calon	perseorangan	pada	Gubernur	
dan	Wakil	 Gubernur	 Sulawesi	 Selatan	 tahun	 2018	 memiliki	 banyak	 celah	 yang	 bisa	
dimanfaatkan	oleh	lawan	untuk	merusak	dukungan	jika	tidak	adanya	tata	kelola	yang	





Selatan	 sebagai	 penyelenggara	 Pilkada	 dalam	 meningkatkan	 kinerja	 secara	
profesionalisme	 melalui	 pelayanan	 dan	 memastikan	 calon	 yang	 independen	 benar	
berasal	dari	usungan	masyarakat	bukan	hasil	intervensi	politik	ataupun	politik	uang.	Hal	
tersebut	menjadi	 penting	 untuk	 dianalisis	 agar	 KPU	 Provinsi	 Sulawesi	 Selatan	 dapat	
tetap	 menjaga	 independensinya,	 serta	 tidak	 terpengaruh	 oleh	 tekanan	 dan	 bekerja	
secara	 profesional	 sesuai	 dengan	 aturan-aturan	 yang	 ada.	 Hasil	 penelitian	 ini	 akan	







Sugiyono	 merupakan	 metode	 penelitian	 yang	 digunakan	 pada	 kondisi	 obyek	 yang	
alamiah,	dimana	peneliti	sebagai	instrumen	kunci,	pengumpulan	data	dilakukan	secara	
gabungan,	analisis	data	bersifat	induktif	dan	hasil	penelitian	menekankan	pada	makna	
daripada	 generalisasi.	 Pendekatan	 kualitatif	 dalam	 penelitian	 ini	 merupakan	 suatu	
proses	pemahaman	analitis	berdasarkan	metodologi	yang	digunakan	untuk	menyelidiki	
situasi	 permasalahan	 yang	 dihadapi	 dan	 upaya	 yamg	 dilakukan	 oleh	 KPU	 Provinsi	
Sulawesi	 Selatan	 dalam	 menghadapi	 dinamika-dinamika	 yang	 terjadi	 pada	 tahapan	
verifikasi	calon	perseorangan	pada	pemilihan	Gubernur	dan	Wakil	Gubernur	Sulawesi	
Selatan	Tahun	2018.	Lokasi	penelitian	dilaksanakan	di	KPU	Provinsi	Sulawesi	Selatan.	




Dinamika	 Verifikasi	 Calon	 Perseorangan	 Pada	 Pemilihan	 Gubernur	 dan	Wakil	
Gubernur	Sulawesi	Selatan	Tahun	2018	
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Pemilihan	 Gubernur	 dan	 Wakil	 Gubernur	 Provinsi	 Sulawesi	 Selatan	 tahun	 2018	
merupakan	 bagian	 yang	 tidak	 terpisahkan	 dari	 proses	 demokrasi	 pada	 tingkat	 lokal	
yang	 dilakukan	 secara	 langsung.	 Pada	 proses	 pelaksanaan	 Pemilihan	 Gubernur	 dan	
Wakil	 Gubernur	 Provinsi	 Sulawesi	 Selatan	 tahun	 2018	 tersebut	 terdapat	 dinamika	












verifikasi	 administrasi	 dan	 verifikasi	 faktual	 serta	 upaya	 bakal	 pasangan	 calon	
perseorangan	 mencukupkan	 jumlah	 kekurangan	 syarat	 dukungan	 KTP-	 EL	 yang	
dibutuhkan.	
Ketidakcocokan	 Jumlah	 Syarat	 Dukungan	 KTP-EL	 Dengan	 Hasil	 	 	 Verifikasi	
Administrasi	dan	Verifikasi	Faktual	
Pemilihan	 Gubernur	 dan	 Wakil	 Gubernur	 Sulawesi	 Selatan	 Tahun	 2018	 yang	
diselenggarakan	 oleh	 KPU	 Provinsi	 Sulawesi	 Selatan	 diikuti	 oleh	 pasangan	 Nurdin	
Abdullah	 dan	 Sudirman	 Sulaiman	 yang	 diusung	 oleh	 Partai	 PDI	 Perjuangan,	 adapula	
Nurdin	Halid	dan	Aziz	Qahhar	Mudzakkar	yang	diusung	oleh	Partai	Golkar,	Agus	Arifin	








antaranya	 tidak	 memenuhi	 syarat	 karena	 masih	 menggunakan	 format	 KTP	 lama	




Tahapan	 selanjutnya	 yakni	 verifikasi	 faktual,	 tahap	 ini	 dilakukan	 karena	 telah	
mencukupi	 batas	minimal	 syarat	 dukungan	 sebesar	 480.124	KTP-EL	dan	 tersebar	 di	




Dinamika	 politik	 yang	 terjadi	 pada	 saat	 proses	 verifikasi	 faktual	 dijalankan	 dengan	
menurunkan	 petugas	 PPS	 dan	 PPK	 di	 tingkat	 Kabupaten/Kota.	 Selanjutnya,	 akan	
dilakukan	 verifikasi	 faktual	 di	 kelurahan	 dan	 desa.	 Permasalahan	 yang	 terjadi	 pada	
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tahapan	 verifikasi	 faktual	 ialah	 ditemukan	 sejumlah	 KPU	 kabupaten/kota	 yang	
bermasalah	 dari	 segi	 dukungan	 KTP-EL.	 Hal	 tersebut	 terlihat	 pada	 terjadinya	
ketidaksesuaian	 jumlah	 dukungan	 KTP-EL	 yang	 diserahkan	 kepada	 KPU	
Kabupaten/Kota	 untuk	 difaktualkan	 oleh	 PPS	 ketika	 dihitung	 kembali	 di	 KPU	
kabupaten/Kota,	seperti	yang	terjadi	di	KPU	Kabupaten	Gowa.			
Dukungan	 KTP	 berdasarkan	 berita	 acara	 serah	 terima	 barang	 dari	 KPU	 Provinsi	
Sulawesi	Selatan	ke	KPU	Kabupaten	Gowa	berjumlah	203.578	dukungan	KTP-EL	dan	
diterima	 langsung	 oleh	 Ketua	 KPU	 Kab,	 Gowa	 Zainal	 Ruma	 dengan	 diawasi	 oleh	
Koordinator	Divisi	pengawasan	Yusnaeni.	
Setelah	 dilakukan	 proses	 verifikasi	 faktual	 oleh	 KPU	 Kabupaten	 Gowa	 berdasarkan	
model	BA.7-KWK	perseorangan	atau	rekapitulasi	hasil	pleno	tingkat	Kabupaten,	jumlah	
pendukung	 yang	 memenuhi	 syarat	 (MS)	 sebanyak	 181.141	 KTP-EL	 dan	 jumlah	

























Pada	 tabel	 dapat	 dilihat	 ada	 sebanyak	 181.141	 dukungan	 KTP-EL	 yang	 dinyatakan	
Memenuhi	Syarat	(MS)	oleh	KPU	Kabupaten	Gowa,	jadi	terdapat	pengurangan	sebesar	









Hal	 ini	menyebabkan	 adanya	 penolakan	 dari	 tim	 pasangan	 bakal	 calon	 Ichsan	 Yasin	
Limpo	dan	H.	A.	Musakkar	terhadap	hasil	penetapan	verifikasi	faktual	yang	ditetapkan	
oleh	 KPU	 Kabupaten	 Gowa	 melalui	 kegiatan	 pleno.	 LO	 (Liaison	 Officer)/narahubung	
pasangan	 bakal	 calon	menyatakan	 keberatan	 karena	 adanya	 ketidaksesuaian	 jumlah	
dukungan	dari	KPU	Provinsi	Sulawesi	Selatan	ke	KPU	Kabupaten	Gowa.	Berdasarkan	
Berita	acara	penerimaan	barang,	jumlah	dukungan	yang	diterima	oleh	KPU	Gowa	adalah	
sebesar	 203.578	 KTP-EL	 tetapi	 ketika	 proses	 verifikasi	 faktual	 dilaksanakan,	 jumlah	
dukungan	perseorangan	hanya	sebesar	199.610	KTP-EL	dukungan	atau	terdapat	selisih	
sebesar	3.968	KTP-EL	dukungan.	
Dinamika	 politik	 yang	 berkembang	 dalam	 konsestasi	 elektoral,	 eksistensi	 calon	
persoalan	hampir	selalu	dalam	posisi	yang	lemah,	terutama	sulitnya	calon	perseorangan	
memenuhi	 syarat	 dukungan	 minimal	 sebagaimana	 yang	 diamanatkan	 oleh	 regulasi	
pemilu.	 Tidak	 jarang	 hal	 tersebut	 memunculkan	 konflik	 politik	 antara	 calon	
perseorangan	dengan	penyelenggara	pemilu	terutama	KPU	selaku	penyelenggara	teknis	
pemilu.	Adanya	saling	klaim	dan	kecurigaan	antara	KPU	dan	tim	Ichsan	Yasin	Limpo	–	
H.	 A.	 Musakkar	 membuktikan	 teori	 ini.	 Tim	 Ichsan	 Yasin	 Limpo	 –	 H.	 A.	 Musakkar	
menyampaikan	tuduhan	bahwa	ada	3.968	KTP-EL	yang	diklaim	hilang.		
Namun	 tuduhan	 itu	 dibantah	 Ketua	 KPU	 Kabupaten	 Gowa	 Zainal	 Ruma	 yang	
menyatakan:	
“Dari	 data	 pleno	 verifikasi	 calon	 perseorangan	 tahap	 pertama	 memang	 terdapat	
perbedaan	 antara	 berkas	 dukungan	 calon	 perseorangan	 yang	 diterima	 berdasarkan	
berita	 acara	 yang	 berasal	 dari	 KPU	 Provinsi	 Sulawesi	 Selatan	 dengan	 hasil	 verifikasi	
faktual	 yang	 telah	dilakukan	di	 tingkat	Kabupaten.	 Jumlah	berkas	yang	diterima	dari	
KPU	 Preovinsi	 Sulawesi	 Selatan	 sebanyak	 203.578	 KTP-EL	 dan	 ketika	 dilakukan	
verifikasi	 faktual,	 jumlah	 total	 dukungan	 hanya	 sebesar	 199.610	 KTP-EL	 sehingga	
terjadi	 selisih	 dokumen	 sebesar	 3.968	 dukungan	 KTP-EL.	 Ketika	 kami	 melakukan	
pemilahan	 berkas	 yang	 terjadi	 di	 KPU	Kabupaten	 Gowa	 hingga	 tingkat	 PPS	 terdapat	
selisih	 antara	 jumlah	 formulir	 dukungan	 B1	 KWK	 perseorangan	 dengan	 lampiran	
fotocopy.	 Sehingga	 jumlah	 formulir	 dukungan	 sebesar	 190.188	 KTP-EL	 sedangkan	
jumlah	 lampirannya	 berupa	 fotocopy/suket	 sebesar	 191.914	 KTP-EL	 atau	 terdapat	
selisih	1.726	KTP-EL,	artinya	terdapat	formulir	dukungan	yang	tidak	ada	lampiran	foto	
copynya	 begitu	 pula	 sebaliknya	 terdapat	 KTP/Suket	 tetapi	 tidak	 ada	 formulir	
dukungannya.	 Sehingga	 klaim	 yang	 dituduhkan	 kepada	 kami	 itu	 tidak	 benar	 karena	
kami	dapat	mempertanggung	jawabkan	melalui	data.”	
Dari	 penjelasan	 di	 atas,	 KPU	 telah	melakukan	 pemilahan	 berkas	 hingga	 tingkat	 PPS	
karena	terdapat	selisih	antara	jumlah	formulir	dukungan	B1	KWK	perseorangan	dengan	
lampiran	 fotocopy.	 Jumlah	 formulir	 dukungan	 sebesar	 190.188	 KTP-EL	 sedangkan	
jumlah	 lampirannya	 berupa	 fotocopy/suket	 sebesar	 191.914	 KTP-EL	 atau	 terdapat	
selisih	 1.726	 KTP-EL,	 artinya	 terdapat	 formulir	 dukungan	 yang	 tidak	 ada	 lampiran	
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fotocopy	 begitu	 pula	 sebaliknya	 terdapat	 KTP-EL/Suket	 tetapi	 tidak	 ada	 formulir	
dukungannya.		











dukungan	 yang	 dinyatakan	 memenuhi	 syarat	 padahal	 tidak	 dilengkapi	 salah	
satunya	.	
f. Terdapat	penyelenggara	pemilu	dalam	hal	 ini	PPS	di	Desa	Paladingan	Kecamatan	
Bontolempangan	 dan	 PPS	 Desa	 Manjapahit	 Kecamatan	 Bontonompo	 yang	








pembukaan	 kotak	 berkas	 KTP-EL	 yang	 dibuka	 pihak	 KPU	Kabupaten	 Bantaeng	 yang	
tidak	menghadirkan	 pihak	 Punggawa	Macakka	 untuk	menyaksikan	 saat	 kotak	 berisi	
KTP-EL	 dibuka	 oleh	 pihak	 KPU	 Kabupaten	 Bantaeng.	 Kejadian	 tersebut	 menjadi	
tanggung	 jawab	 KPU	 Provinsi	 Sulawesi	 Selatan	 untuk	 tetap	 berkoordinasi	 dan	




gesekan	 dan	 kesalapahaman.	 Permasalahan	 pembukaan	 kotak	 berkas	 KTP-EL,	 yang	
dibuka	pihak	KPU	Kabupaten	Bantaeng	yang	tidak	menghadirkan	tim	pasangan	calon	
untuk	 menyaksikan	 saat	 kotak	 berisi	 KTP-EL	 dibuka	 oleh	 pihak	 KPU	 Kabupaten	
Bantaeng	 itu	 merupakan	 hal	 yang	 lumrah	 karena	 memang	 tidak	 ada	 regulasi	 yang	
menyebutkan	 tim	 bakal	 calon	 terlibat	 langsung	 mengawasi	 tim	 verifikasi	 calon	
perseorangan	 dari	 KPU.	 Hal	 ini	 didasarkan	 karena	 kami	 pun	 pihak	 penyelenggara	





Officer)	 pasangan	 calon	 perseorangan	 ketika	 dilakukan	 pembukaan	 kotak	 dukungan	
KTP-EL.	Persoalan	ini,	harusnya	bisa	dihindari	apabila	tim	pemenangan	dari	awal	telah	
memahami	regulasi	pemilu	khususnya	yang	mengatur	teknis	pembukaan	kotak	berkas	
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KTP-EL.	 Hal	 tersebut	menjadi	 tanggung	 jawab	 KPU	 Provinsi	 Sulawesi	 Selatan	 untuk	
tetap	 mengkoordinasikan	 dan	 mengawasi	 setiap	 persoalan	 di	 KPU	 Kabupaten/Kota	
serta	 mensosialisaikan	 tahapan	 regulasi	 pemilu	 terutama	 melalui	 jalur	 peseorangan	




dugaan	 adanya	berkas	 yang	dicuri	 oleh	 oknum	yang	 tidak	 ingin	pasangan	 IYL-Cakka	
maju	 di	 Pemilihan	 Gubernur	 dan	 Wakil	 Gubernur	 Sulawesi	 Selatan	 Tahun	
2018.	 	Dinamika	lain	yang	terjadi,	yaitu	pada	sejumlah	daerah	juga	ditemukan	berkas	
dukungan	yang	jumlahnya	tidak	sesuai	dengan	yang	ada	di	berita	acara	KPU	Provinsi	
Sulawesi	 Selatan,	 juga	 ditemukan	 kasus	 yang	 berkas	 sebagian	 baru	 sampai	 di	 KPU	
kabupaten/kota	 pada	 hari	 terakhir	 verifikasi	 faktual	 dan	 ada	 juga	 beberapa	 oknum	
petugas	yang	diduga	tidak	mendatangi	warga	untuk	verifikasi.	Permasalahan	lain	yang	
juga	muncul	 adalah	 berkas	 yang	 tidak	memiliki	 lembaran	 fotocopy	KTP-EL	 langsung	
dimasukkan	 tidak	 memenuhi	 syarat	 tanpa	 ada	 koordinasi	 ke	 KPU	 Provinsi,	 padahal	
semua	 data	 yang	 sampai	 ke	 daerah	 sudah	 lolos	 administrasi.	Masalah-masalah	 yang	
muncul	ini	mengakibatkan	Komisi	Pemilihan	Umum	Provinsi	Sulawesi	Selatan	dan	KPU	
Kabupaten/Kota	 dinilai	 tidak	 sepenuhnya	 siap	 untuk	 melakukan	 tahapan	 verifikasi	




Ketentuan	 calon	 perseorangan	 yang	 menjadi	 calon	 kepala	 daerah	 dan	 wakil	 kepala	
daerah	 wajib	 mengumpulkan	 dukungan	 dari	 konstituennya.	 Dukungan	 ini	 dapat	
dilakukan	dengan	surat	pernyataan	dukungan	yang	terlampir	dalam	kartu	identitas.	Jika	
telah	 memenuhi	 persyaratan	 maka	 syarat	 yang	 telah	 dikumpul	 diserahkan	 kepada	
Komisi	 Pemilihan	 Umum	 untuk	 diverifikasi,	 dan	 selanjutnya	 dilakukan	 pemeriksaan	
terhadap	syarat-syarat	yang	telah	dilampirkan	oleh	pasangan	bakal	calon	kepala	daerah	
dan	wakilnya.	 Jika	 telah	 dinyatakan	 lolos	 verifikasi,	maka	 KPU	 Provinsi	menetapkan	
pasangan	 calon	 sekurang-kurangnya	 2	 (dua)	 pasangan	 calon	 yang	 dituangkan	dalam	
Berita	 Acara	 Penetapan	 pasangan	 calon.	 Proses	 selanjutnya	 dilakukan	 undian	 secara	
terbuka	untuk	menetapkan	nomor	urut	pasangan	calon.	
Syarat	dan	ketentuan	menjadi	kandidat	perseorangan	tidaklah	mudah,	akan	tetapi	harus	







sudah	 berhasil	 mengumpulkan	 fotocopy	 KTP-EL	 sesuai	 dengan	 batas	 minimal	 yang	
dipersyaratakan	peraturan	perundang-undangan,	harus	lolos	dari	penelitian	terhadap	
dokumen	 dukungan	 pasangan	 calon	 perseorangan	 oleh	 KPU	 Provinsi	 dan	 KPU	
Kabupaten/Kota	 yang	menggelar	 Pemilihan	 Kepala	 Daerah,	 yang	meliputi	 penelitian	
administrasi	dan	penelitian	faktual	sebagaimana	diatur	dalam	Peraturan	KPU	Nomor	3	
Tahun	 2017	 Pasal	 17.	 Penelitian	 atau	 verifikasi	 administrasi	 dilakukan	 oleh	 KPU	




terhadap	 jumlah	 minimal	 dukungan	 dan	 persebaran	 yang	 terdapat	 dalam	 softcopy	






Kebanyakan	 calon	 perseorangan	 tidak	 punya	 cukup	 waktu	 untuk	 mengkonsolidasi	
syarat	dukungan	 sejumlah	yang	diminta.	 Calon	perseorangan	populer	pun	 juga	 tidak	
bisa	banyak	membantu	kalau	tidak	didukung	oleh	pendanaan	yang	kuat	dan	juga	waktu	
yang	memadai	untuk	mengumpulkan	dukungan.	Kendala	dukungan	setelah	verifikasi	




dan	 harus	 tersebar	 pada	 50%	 kabupaten/kota	 di	 Sulawesi	 Selatan.	 Pada	 saat	
penyerahan	dukungan	KTP-EL	tahap	awal,	pasangan	calon	Pasangan	Ichsan	Yasin	Limpo	
dan	 H.	 A.	 Musakkar	 memberikan	 kepada	 KPU	 Provinsi	 Sulawesi	 Selatan	 sebanyak	









dilaksanakan	 Rekapitulasi	 Hasil	 Verifikasi	 Faktual	 di	 tingkat	 Kecamatan.	 Hasil	
Rekapitulasi	 tingkat	Kecamatan	kemudian	diteruskan	ke	KPU	Kabupaten/Kota	untuk	
dilakukan	 Rekapitulasi	 di	 tingkat	 Kabupaten/Kota	 dan	 diteruskan	 ke	 KPU	 Provinsi	
untuk	dilakukan	Rekapitulasi	di	tingkat	Provinsi.	
Jumlah	 dukungan	 bakal	 calon	 perseorangan	 hasil	 verifikasi	 faktual	 pasangan	 calon	
Ichsan	Yasin	Limpo	dan	A.	Musakkar	adalah	sebanyak	476.734	KTP-EL	dukungan	dan	
tersebar	di	24	Kabupaten/Kota	se-Sulawesi	Selatan.	 Jumlah	dukungan	 ini	dinyatakan	
tidak	 memenuhi	 syarat	 untuk	 menjadi	 syarat	 Calon	 Gubernur	 dan	 Wakil	 Gubernur	







yang	 diserahkan	 kepada	 KPU	 Provinsi	 Sulawesi	 Selatan	 dinyatakan	 masih	 kurang.	
Pasangan	 Ichsan	 Yasin	 Limpo-A	 Muzakkar	 masih	 harus	 memenuhi	 sebanyak	
kekurangan	 6.780	 KTP-EL.	 Namun	 KPU	 Provinsi	 Sulawesi	 selatan	 dalam	 hal	 ini	
memberikan	 kesempatan	 untuk	melakukan	 upaya	mencukupkan	 jumlah	 kekurangan	
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syarat	 dukungan	 KTP-	 EL	 yang	 dibutuhkan,	 berikut	 wawancara	 dengan	 Ketua	 KPU	
Provinsi	Sulawesi	Selatan	periode	2013-2018,	Muhammad	Iqbal	Latif:	
"Kami	 memberi	 kesempatan	 untuk	 menyerahkan	 kembali	 berkas	 dukungan,	 tetapi	
jumlahnya	harus	minimal	dua	kali	lipat	dari	jumlah	berkas	yang	kurang.	Jadi	yang	harus	
dimasukkan	 adalah	 minimal	 6.780	 KTP-EL	 dukungan.	 Kami	 memberi	 batas	 waktu	
antara	 16-18	 Januari	 tahun	 2018	 untuk	 memasukkan	 berkas	 tersebut.	 Sementara	
menunggu	proses	penyerahan	dan	verifikasi	ulang,	Sehingga	yang	bersangkutan	sudah	
bisa	ikut	pendaftaran	calon	Gubernur	dan	Wakil	Gubernur."		
Dari	 pemaparan	 di	 atas,	 menegaskan	 adanya	 kesempatan	 untuk	 mencukupkan	
kekurangan	 dukungan	 dalam	 bentuk	 fotocopy	 KTP-EL.	 Jumlah	 selisih	 kekurangan	




pasangan	 calon	 Ichsan	 Yasin	 Limpo	 dan	 H.	 A.	 Musakkar,	 mengatakan	 dalam	 sesi	
wawancara	di	media	Kompas	sebagai	berikut:	
“Pihak	 kami	 siap	 menyerahkan	 berkas	 dukungan	 yang	 diminta	 oleh	 KPU	 Provinsi	
Sulawesi	 Selatan.	 Jangankan	dua	kali	 lipat,	 lebih	dari	 itu	pun	kami	 siap,	 karena	kami	
masih	 punya	 stok	 sekitar	 500.000	 berkas	 KTP-EL	 yang	 tak	 kami	 serahkan	 saat	
mendaftar.	 Meski	 di	 satu	 Kabupaten	 saja,	 kami	 yakin	 sudah	 mampu	 menutupi	
kekurangan	 Jadi,	 segera	 kami	 penuhi	 syarat	 yang	 diminta	 KPU	 Provinsi	 Sulawesi	
Selatan."		
Ketua	 tim	 sukses	 pasangan	 Ichsan	 Yasin	 Limpo	 dan	 H.	 A.	Musakkar,	 Bahar	 Ngitung,	









2004-2005.	 Sedangkan	 H.	 A.	 Musakkar	 juga	 pernah	 menjabat	 sebagai	 Bupati	 Luwu	
selama	2	(dua)	periode	berturut-turut,	yaitu	pada	periode	tahun	2009-2014	dan	periode	
tahun	 2014-2019	 serta	 pernah	 menduduki	 jabatan	 sebagai	 Wakil	 Ketua	 DPRD	
Kabupaten	Luwu	dan	Wakil	Ketua	DPRD	Kota	Palopo.	Hal	tersebut	sejalan	dengan	yang	
diungkapkan	 tim	 bakal	 pasangan	 calon	 yang	 meyakini	 mampu	 memenuhi	 syarat	
dukungan	meski	di	satu	Kabupaten	saja	dan	tentu	bukan	hal	yang	sulit	mengumpulkan	
dukungan	dari	fotocopy	KTP-EL	terlebih	kedua	bakal	calon	adalah	elit	yang	mempunyai	
kekuatan	 politik	 birokrasi	 dan	 modal	 sosial	 tentunya	 karena	 telah	 memeliki	 basis	
dukungan	di	tengah	masyarakat.			
Pasangan	bakal	calon	Ichsan	Yasin	Limpo	dan	H.	A.	Musakkar	tidak	hanya	mendapatkan	









rata	 dukungan	 ini,	 belum	masuk	 saat	 verifikasi	 administrasi	 dan	 faktual.	 Keseriusan	
partai	 ini	memasukkan	dukungan,	 juga	sudah	mulai	dijalankan	 jajaran	pengurus	DPC	
Demokrat	Makassar.	Bahkan,	jumlahnya	bisa	mencapai	5.000	KTP-EL.	Bentuk	KPL-EL	
dukungan	 tersebut	 baru	 berasal	 dari	 pengurus,	 kader	 serta	 simpatisan	 dan	 belum	
termasuk	konstituen.	
Upaya	Partai	Demokrat	dalam	mendukung	pasangan	calon	perseorangan	Ichsan	Yasin	
Limpo	 dan	 H.	 A.	 Musakkar	 dilakukan	 dengan	meminta	 kadernya	mengawal	 tahapan	
verifikasi	faktual	yang	dilakukan	oleh	KPU	Provinsi	Sulawesi	Selatan.	Pengurus	Dewan	
Pimpinan	Daerah	Partai	Demokrat	Sulawesi	Selatan	meminta	langsung	kepada	seluruh	
kader	 mengawal	 tahapan	 verifikasi	 faktual	 berkas	 dukungan	 kandidat	 calon	
perseorangan	pada	Pemilihan	Gubernur	dan	Wakil	Gubernur	Sulawesi	Selatan.	Instruksi	
itu	demi	mengupayakan	langkah	pencalonan	pasangan	kandidat	Ichsan	Yasin	Limpo	–	
H.	 A.	 Musakkar	 dapat	 lolos.	 Ketua	 DPD	 Demokrat	 Sulawesi	 Selatan	 Ni'matullah	
mengatakan:	
“Pengawalan	 verifikasi	 faktual	merupakan	bentuk	 solidaritas	 partai	 kepada	 kandidat	
yang	 didukung.	 Meski	 ichsan-mudzakkar	 memilih	 maju	 lewat	 jalur	 perseorangan,	
demokrat	 memastikan	 komitmennya	 untuk	 mengupayakan	 pemenangan	 pasangan	
Ichsan	 Yasin	 Limpo	 dan	 H.	 A.	 Mudzakkar.	 Hal	 ini	 juga	 untuk	 memastikan	 KPU	
menjalankan	verifikasi	faktual	sesuai	aturan.	Apalagi	ditengarai	ada	oknum	yang	sengaja	
ingin	 menggagalkan	 pencalonan	 IYL-Cakka	 (sapaan	 Ichsan	 Yasin	 Limpo	 dan	 H.	 A.	
Musakkar)	pada	pemilihan	Gubernur	dan	Wakil	Gubernur	Privinsi	 Sulawesi	Selatan.”	
Kepada	 Demokrat	 di	 24	 kabupaten/kota	 agar	 membuka	 ruang	menerima	 tambahan	
dukungan.	Sehingga	IYL-Cakka	lolos	di	verifikasi	tahapan	pada	penambahan	dukungan.		
Setelah	 mengumpulkan	 dukungan	 yang	 dibutuhkan	 sebagai	 syarat	 menjadi	 calon	
Gubernur	dan	Wakil	Gubernur	Sulawesi	Selatan	yang	diperoleh	dari	fotocopy	KTP	yang	
tersisa	 dari	 pendaftaran	 awal.	 Tim	 bakal	 pasangan	 calon	 perseorangan	 Ichsan	 Yasin	
Limpo	 dan	 H.	 A.	 Musakkar	menyerahkan	 dukungan	 perbaikan	 kepada	 KPU	 Provinsi	
Sulawesi	 Selatan	 sebanyak	46.464	KTP-EL	dukungan	dari	 tambahan	yang	memenuhi	
syarat	 setelah	 melalui	 verifikasi	 berjenjang	 di	 24	 Kabupaten/Kota.	 Jumlah	 tersebut	
melebihi	 syarat	 dukungan	 minimal	 yang	 harus	 dipenuhi	 sebesar	 6.780	 KTP-EL	
dukungan	yang	dibutuhkan	pada	tahapan	verifikasi	perbaikan	data	dukungan.		
Syarat	 dukungan	 perbaikan	 sebanyak	 46.464	 KTP-EL	 dukungan	 yang	 tersebar	 di	 24	
kabupaten/kota	 se-Sulawesi	 Selatan	 telah	 memenuhi	 syarat	 untuk	 selanjutnya	










46.464	 45.936	 45.725	 211	
										Sumber:	KPU	Provinsi	Sulawesi	Selatan	
Setelah	 menerima	 syarat	 dukungan	 perbaikan	 bakal	 calon	 pasangan	 perseorangan	
Ichsan	 Yasin	 Limpo	 dan	 H.	 A.	 Musakkar,	 KPU	 Provinsi	 Sulawesi	 Selatan	 melakukan	
penghitungan	 jumlah	 syarat	 dukungan	 perbaikan.	 Dari	 hasil	 penghitungan	 jumlah	








ketidakcocokan	 jumlah	 syarat	 dukungan	 KTP-EL	 dengan	 hasil	 verifikasi	
administrasi	dan	verifikasi	faktual	serta	upaya	bakal	pasangan	calon	perseorangan	
mencukupkan	jumlah	kekurangan	syarat	dukungan	KTP-	EL	yang	dibutuhkan.	
2.	 Dinamika	 yang	 terjadi	 ketika	 adanya	 ketidakcsesuaian	 jumlah	 syarat	 dukungan	
KTP-EL	dengan	hasil	verifikasi	administrasi	dan	verifikasi	faktual	serta	dalam	upaya	
bakal	 pasangan	 calon	 perseorangan	 mencukupkan	 jumlah	 kekurangan	 syarat	
dukungan	KTP-	EL	yang	dibutuhkan	timbul	akibat	adanya	kecurigaan	dari	Tim	Bakal	





ini	 KPU	 Provinsi	 dan	 KPU	 Kabupaten/Kota	 di	 Sulawesi	 Selatan	 timbul	 akibat	
miskomunikasi	 dan	 kurangnya	 pemahaman	 Tim	 Bakal	 Pasangan	 Calon	
Perseorangan	 terhadap	 regulasi	 dan	 tahapan	 pelaksanaan	 Pemilihan	 Pemilihan	
Gubernur	 dan	 Wakil	 Gubernur	 Sulawesi	 Selatan	 Tahun	 2018	 serta	 kurangnya	







Kabupaten/Kota	 terkait	 regulasi	 dan	 tahapan	 pelaksanaan	 verifikasi	 calon	
perseorangan.	
2.	 Perlu	dilakukan	perbaikan	regulasi	yang	mempengaruhi	sempitnya	waktu	verifikasi	
faktual	 yang	menyebabkan	 kinerja	 PPS	 tidak	 optimal.	 Oleh	 karena	 itu	 perbaikan	
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